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Informasi Artikel ABSTRAK

Riwayat artikel: Keberadaan pemimpin sebagai kebutuhan yang bersifat fundamental dalam
Diterima July 28, 2025 menjaga stabilitas umat dan menegakkan syariat perlu mendapatkan
Direvisi July 30, 2025 perhatian untuk keberlangsungan sebuah sistem manajemen. Selain itu ketaatan
Diterbitkan Aug 04%, 2025 terhadap pemimpin yang dibatasi oleh kepatuhan pada hukum Allah dan prinsip

keadilan juga perlu dikemukan agar diperoleh pemimpin yang amanah. Artikel
ini membahas konsep kepemimpinan dalam perspektif siyasah Islam dengan
menelaah berbagai istilah kepemimpinan seperti khalifah, ali al-amr, imam,

Kata kunci: sultan, dan malik yang menggambarkan dimensi moral, spiritual, dan politis
Kepemimpinan Islam, siyasah dari peran kepala negara dalam Islam. Dalam artikel ini juga dikemukakan
syar ‘iyyah, khalifah, maslahah beberapa kriteria ideal seorang pemimpin menurut para ulama klasik dan

kontemporer serta perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam
masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam
Islam  bersifat integral, menuntut keseimbangan antara kompetensi
keagamaan, integritas moral, serta komitmen terhadap maslahah umat.
Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam bukan
hanya figur administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai i/ahiyyah dan sosial.
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PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, melainkan
sebagai amanah ilahiyah yang berperan sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan menegakkan nilai-
nilai syariat. Sejarah peradaban Islam mencatat keberadaan khalifah, imam, sultan, dan l1 al-amr
sebagai simbol pemersatu umat dan pelindung hukum Tuhan. Dalam konteks masyarakat modern dan
negara demokratis yang plural, wacana mengenai kriteria, batasan, dan ketaatan terhadap pemimpin
terus menjadi isu aktual. Problematika ini semakin kompleks saat dikaitkan dengan kepemimpinan non-
Muslim dalam sistem negara-bangsa kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang
makna dan peran kepemimpinan dalam Islam secara lebih mendalam dan kontekstual.
(Bay, 2011; Kholilah, 2016).

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menguraikan konsep kepemimpinan dalam siyasah
Islam dengan fokus pada istilah-istilah sentral seperti khalifah, Gl1 al-amr, imam, sultan, dan malik.
Penelitian ini juga menyoroti dimensi normatif dan kontekstual dari ketaatan kepada pemimpin, serta
membahas kontroversi terkait pemimpin non-Muslim dalam masyarakat pluralistik. Melalui
pendekatan normatif-historis dan maqasid al-syari‘ah, tulisan ini mencoba membangun jembatan antara
pemikiran klasik dan dinamika politik modern. Harapannya, artikel ini mampu memberikan perspektif
integratif dalam memahami relasi antara pemimpin dan umat dalam kerangka ajaran Islam.
(Nurhalim et al., 2023, Rodin, 2017).

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep kepemimpinan dalam siyasah syar‘iyyah,
yang menekankan dua fungsi utama: menjaga agama (hifz al-din) dan mengatur urusan dunia (siyasah
al-dunya). Tokoh-tokoh seperti al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan al-Ghazali menjadi rujukan utama
dalam memahami struktur, syarat, dan etika kepemimpinan ideal dalam Islam. Selain itu, pendekatan
magqasid al-syari‘ah menjadi fondasi utama dalam menimbang urgensi dan batas ketaatan kepada
pemimpin. Teori ini memungkinkan analisis normatif yang tetap relevan dalam situasi kontemporer,
seperti perdebatan seputar pluralitas kepemimpinan dan loyalitas politik.
(al-Mawardr, al-Ghazali; Ningrum et al., 2022).
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Sejumlah literatur sebelumnya telah membahas kriteria pemimpin ideal, fungsi kepala negara
dalam Islam, serta isu ketaatan terhadap li al-amr. Misalnya, studi oleh Rahmat & Thsan (2020)
menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan Muslim, sementara Rodin (2017)
dan Chotban (2020) mengkaji keterbatasan ayat-ayat yang dijadikan dasar pelarangan pemimpin non-
Muslim. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut bersifat sektoral dan belum menyentuh secara
mendalam pendekatan integratif antara teks-teks klasik dan konteks politik modern yang pluralistik.
(Rahmat & Ihsan, 2020, Chotban, 2020).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemetaan konseptual terhadap istilah-istilah
kepemimpinan Islam dan analisis kritis terhadap implikasinya dalam masyarakat plural. Artikel ini tidak
sekadar menafsirkan teks keagamaan secara normatif, tetapi juga melakukan sintesis historis-
konseptual terhadap wacana kepemimpinan Muslim dan non-Muslim. Pendekatan ini memberikan
ruang interpretasi yang kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-politik modern seperti
sistem demokrasi, hak konstitusional warga negara, serta prinsip keadilan universal.
(Yuliati et al., 2022; Edo Prasetya et al., 2021).

Melalui pendekatan interdisipliner ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah
dalam memperluas horizon pemikiran siyasah Islam dan merespons tantangan zaman secara kritis dan
proporsional. Dengan mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer seperti
Quraish Shihab dan Yisuf al-Qaradawi, penelitian ini menyuguhkan suatu paradigma kepemimpinan
Islam yang relevan dengan realitas Indonesia sebagai negara demokratis yang multikultural. Oleh
karena itu, tulisan ini juga dapat menjadi referensi normatif dan praktis bagi akademisi, pengambil
kebijakan, maupun masyarakat umum dalam memahami dan menilai karakter pemimpin yang ideal.
(Quraish Shihab,; al-Qaradawi; MUI, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan [library research (studi
kepustakaan) yang bersifat normatif-historis karena objek kajiannya berfokus pada teks-teks primer
Islam serta literatur ilmiah modern yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pendekatan normatif
digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syar’i dalam kepemimpinan, sedangkan pendekatan
historis digunakan untuk menganalisis dinamika dan konteks sosial-politik kepemimpinan dalam Islam
dari masa klasik hingga kontemporer (Nurhalim et al., 2023; Rodin, 2017).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur yang relevan dengan tema
kepemimpinan Islam, baik berupa kitab klasik, tafsir, hadis, maupun literatur kontemporer seperti
artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen organisasi keislaman. Literatur primer yang digunakan
antara lain al-Ahkam al-Sultaniyyah karya al-Mawardi, pemikiran Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldin, serta
tafsir oleh al-TabarT, Ibn Kathir, dan Quraish Shihab (Edo Prasetya et al., 2021; Ghozali & Acim, 2021).

Sampel atau subjek penelitian dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan
relevansi terhadap fokus kajian tentang konsep kepemimpinan dalam siyasah Islam. Literatur yang
dipilih secara spesifik mengulas istilah sentral seperti khalifah, ali al-amr, imam, sultan, dan malik,
serta karya yang secara eksplisit membahas ketaatan terhadap pemimpin dan kontroversi pemimpin
non-Muslim dalam konteks negara pluralistik (Chotban, 2020; Al Farizi, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), yaitu dengan
mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengelompokkan isi literatur ke dalam tema-tema seperti fungsi
pemimpin, batas ketaatan, serta argumentasi normatif dan kontekstual terhadap isu kepemimpinan.
Analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai
prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang relevan dengan tantangan kekinian (Yuliati et al.,
2022; Quraish Shihab).

HASIL DAN PEMBAHASAN
. Konsep Kepemimpinan Negara dalam Siyasah Islam

Kepala negara atau pemimpin disebut dengan beberapa istilah, seperti Ra’is, Ra’i, Imam, dan
Khalifah. Ra’is berarti kepala yang diikuti, meskipun istilah ini jarang digunakan dalam teks-teks klasik.
Ra’i bermakna penjaga atau pengembala, yang kemudian dimaknai sebagai pemimpin yang menjaga
kedaulatan dan urusan politik umat. /mam mengacu pada pemimpin yang memimpin dalam urusan
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agama dan dunia, menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan duniawi,
seperti yang dijelaskan oleh al-Mawardi. Khalifah, yang berasal dari kata khalafa (menggantikan),
merujuk pada pemimpin yang menggantikan posisi Nabi SAW dalam menjaga agama dan urusan dunia,
dengan otoritas yang mencakup kepemimpinan agama dan politik. Menurut Ibnu Khaldun dan al-
Mawardi, Khilafah atau Imamah adalah perwakilan Tuhan dalam urusan agama dan dunia, di mana
pemimpin bertugas menegakkan syariat Islam dan menjaga keadilan di masyarakat. Kepemimpinan ini
diwajibkan dan harus diikuti oleh umat selama pemimpin tersebut tidak menyimpang dari syariat dan
aturan yang disepakati bersama.

L.

Khalifah (Kepemimpinan dalam Islam)

Konsep khalifah dalam Islam menunjuk pada pemimpin yang bertugas memelihara dan
mengatur kehidupan di bumi berdasarkan petunjuk Allah SWT. Dalam Surah al-Baqgarah (2:30)
dan Surah Sad (38:26), manusia disebut sebagai khalifah yang diberi amanah untuk membawa
kebaikan dan mencegah kerusakan. Kepemimpinan ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang
tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang khalifah harus menegakkan keadilan, menjauhi hawa
nafsu, dan memimpin umat menuju kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Surah al-Baqarah (2:30):
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Surah Sad (38:26):

m\du“u:_u,smumnu\%mdm,ur_qmw@\@u‘y,&guwu\uues;uuaﬂ\@m;qﬂuuujm
u\.m;l\e}a\}uu\du _\.m...uuhs?@

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah
keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu”

Uli al-Amr (Pemimpin yang Diberi Wewenang)

Uli al-amr berarti “pemilik urusan”, yakni mereka yang memegang wewenang untuk
mengatur kehidupan umat, seperti pemimpin negara, ulama, dan ilmuwan. Dalam Surah an-Nisa’
(4:59), Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada-Nya, Rasul-Nya, dan @li al-amr di
antara mereka. Namun, ketaatan ini bersifat terbatas, hanya berlaku selama perintahnya tidak
bertentangan dengan syariat. Pemimpin yang disebut /7 al-amr harus menjunjung tinggi keadilan,
menegakkan hukum Allah, dan menjaga kesejahteraan umat.

Surah an-Nisa’ (4:59):

u}u}qrf;.\.\su\d}»}\)&\é\b}&)ﬂ;@»@&)\.\.\u\& (:S.\A‘)A‘}!\‘;J\}dju)l\\}a_\k\jam\}a_\k\\}m\wﬂ\\.@qb

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil
amri di antara kamu.”

3. Imam (Pemimpin Teladan)

Konsep imam dalam Islam mencakup peran sebagai pemimpin spiritual dan sosial.
Dalam Surah al-Baqarah (2:124), Nabi Ibrahim AS dijadikan imam karena ketaatannya dan
keteguhannya dalam ujian. Seorang imam bukan hanya memimpin ibadah, tetapi juga memberi
contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinannya mencakup aspek ritual (ibadah)
dan sosial (keadilan, kepedulian umat).
Surah al-Baqarah (2:124):

v own B e ve €3 | e Lol v NN 1 L s a5 owms & oLaut oo P P
g5 (o) 06 Ggaild ol 405 aa il 1 305 (Sl (568 O Y 08 505 (has B Lala) Gl &
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“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan
larangan), lalu Ibrahim melaksanakannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.’”

Ayat lain yang menunjukkan doa untuk dikaruniai pemimpin yang menjadi teladan
dalam ketakwaan

Surah al-Furgan (25:74): o ) ) ) . .
Walal Gigiall laal 5 el 358 Wi pa5 sl 550 e Wl b W5 (5050 Cadll 5

“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-
istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi
orang-orang yang bertakwa.”

4. Sultan (Kekuasaan yang Memberi Pertolongan)
Sultan merujuk pada kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh pemimpin untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Surah al-Isra’ (17:80) dan ar-Rahman (55:33), sultan
dikaitkan dengan kekuatan dan keabsahan keputusan pemimpin.

Surah al-Isra’ (17:80): . o . i )
Jas (sl &5 U85 ) el Ulalls U s ¢ 0315 (B 7 534 (35 A5 (30em

“Dan katakanlah: ‘Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan
keluarkanlah aku secara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan
yang menolong.””

Surah ar-Rahman (55:33): » L ] ] .
IR Rt RPN PRI SV I { PR g eSS I T ERREN W P

“Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu mampu menembus (melintasi) penjuru
langit dan bumi, maka lintasilah; kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan
kekuatan (sultan).”

5. Malik (Penguasa dengan Kewenangan Penuh)

Malik adalah pemimpin atau raja yang memiliki otoritas penuh dalam pemerintahan.
Dalam Surah al-Baqarah (2:247), Taliat diangkat sebagai malik karena keilmuannya dan
kekuatannya, bukan karena keturunan atau kekayaan. Malik dalam Islam harus adil, bijaksana,
dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Ia bertanggung jawab dalam urusan politik dan

pemerintahan, dengan kewajiban menjalankan keputusan yang sesuai dengan syariat.

Surah al-Baqarah (2:247):

O G o a3 a5 Al ctlally 5T (A5 e SLAD AT & 3% 311506 TR0 e 140 s 8 a0 &) 2 a4 06
508 ale gl 5 405 0 (a akla (3% i e gl A5 U (e akla (3% 5

“Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talit menjadi raja (malik) bagi kamu.”

Dari lima konsep kepemimpinan dalam Islam khalifah, il al-amr, imam, sultan, dan malik
dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Islam bukan sekadar soal kekuasaan,
melainkan amanah besar yang mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Setiap istilah
mencerminkan dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggambarkan karakter dan
fungsi ideal seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam harus mampu menegakkan keadilan, menjauhi
hawa nafsu, serta memimpin umat berdasarkan wahyu dan syariat Allah SWT. Kepemimpinan yang
Islami selalu bertumpu pada nilai-nilai ketakwaan, keilmuan, dan keberpihakan kepada maslahah umat,
bukan sekadar otoritas politik semata.
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Dalam pandangan Khatib Pahlawan Kayo, kepemimpinan dalam masyarakat Islam dapat
muncul karena tiga faktor utama. Pertama, sebagai hasil polarisasi dari anggota kelompok, yaitu ketika
suatu komunitas terbentuk dan memiliki kebutuhan bersama, seperti membangun masjid, maka
dibutuhkan seorang pemimpin yang dipercaya untuk mengarahkan dan membagi tugas. Kedua,
kepemimpinan muncul sebagai pencerminan kemampuan seseorang yang terbukti melalui interaksi
sosial dan keberhasilannya dalam mengarahkan kelompok mencapai tujuan bersama. Kemampuan ini
mencakup aspek konseptual, manajerial, kepribadian, dan intelektualitas yang dinilai secara alami oleh
anggota kelompok. Ketiga, kepemimpinan dapat timbul sebagai respons terhadap situasi dan kondisi
tertentu, seperti kegagalan pemimpin sebelumnya atau krisis yang menuntut hadirnya figur baru yang
lebih kompeten. Pemimpin yang muncul biasanya memiliki mental yang kuat dan mampu bekerja dalam
situasi sulit sambil menenangkan keadaan dan memperbaiki struktur sosial yang ada.

Fungsi kepala negara dalam siyasah syar iyyah sangat terkait dengan peran sentral seorang
pemimpin dalam menjaga agama (din) dan mengatur urusan dunia (dunya). Sebagai pemimpin, kepala
negara memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dengan baik
dalam kehidupan masyarakat. la bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik,
serta melindungi umat Islam dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar. Fungsi
lainnya mencakup menjaga keharmonisan antarumat beragama dan memastikan bahwa kehidupan
masyarakat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, baik dalam hubungan antarindividu maupun
antara umat dan negara.

Wewenang kepala negara dalam siyasah syar ‘iyyah mencakup kekuasaan untuk mengatur
berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kehidupan umat. Wewenang tersebut meliputi
penegakan hukum syari‘ah, pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan, serta pengelolaan
ekonomi negara. Kepala negara juga memiliki hak untuk menetapkan hukum, baik hukum pidana
(hudiid), hukum balasan (gisas), maupun hukuman yang didasarkan pada kemaslahatan sosial (¢a zir),
yang semuanya bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, kepala
negara memiliki otoritas dalam mengatur administrasi pemerintahan dan menyelesaikan sengketa yang
timbul di tengah masyarakat.

Tanggung jawab kepala negara dalam siyasah syar iyyah sangatlah besar, karena ia tidak hanya
bertanggung jawab atas urusan duniawi, tetapi juga atas kehidupan spiritual umat. Pemimpin harus
bertindak adil, bijaksana, dan menjalankan amanahnya dengan integritas. Tanggung jawab utamanya
adalah menegakkan hukum-hukum Allah SWT, melindungi hak-hak rakyat, serta menjamin
kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, kepala negara juga bertanggung jawab mencegah
kemungkaran, memperbaiki moralitas umat, serta memelihara kedamaian dan keharmonisan sosial.

. Urgensi Kepemimpinan dalam Islam

Keberadaan pemimpin dalam Islam dianggap sebagai kewajiban yang mendasar (fard) bagi
umat manusia, baik dari perspektif rasional (‘aqli) maupun dari segi syar 7. Menurut Ibn Khaldan,
kebutuhan akan kepemimpinan berakar pada kodrat manusia yang memerlukan kehidupan sosial dan
berorganisasi. Tanpa kepemimpinan, perselisihan dan kekacauan akan mudah terjadi. Meskipun
demikian, ia juga menyatakan bahwa perselisihan tidak selalu harus diatasi dengan kepemimpinan,
karena dapat pula diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk dengan penerapan syari ‘ah.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kepemimpinan adalah bagian dari kewajiban agama yang
sangat penting, karena tanpa adanya pemimpin, agama dan maslahah umat tidak akan dapat ditegakkan.
Rasulullah SAW bahkan mewajibkan tiga orang yang bepergian bersama untuk mengangkat seorang
pemimpin di antara mereka, yang menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga kesatuan
dan kemaslahatan umat.

Pemimpin memiliki peran utama dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran
(amr ma ‘riaf nahy munkar). Para ‘ulama’ Islam seperti al-Imam al-Ghazali menekankan pentingnya
kepemimpinan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan istilah giyadah tarbawiyyah. Dalam
konteks ini, pemimpin diposisikan sebagai pendidik atau pembimbing yang mampu menanamkan
akhlak mulia dan membentuk karakter generasi umat. Ketiadaan kepemimpinan yang baik, khususnya
dalam bidang pendidikan, dipandang sebagai salah satu penyebab utama krisis yang tengah dihadapi
oleh umat Islam.

Ibn Khaldun menolak pandangan rasional sepenuhnya dan menegaskan bahwa kewajiban
kepemimpinan bersumber dari syariat, meski ia mengakui pentingnya kepemimpinan untuk mencegah
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kekacauan. Ia juga membedakan pemerintahan berdasarkan akal dan syariat, dan menilai pemerintahan
syariat lebih bermanfaat. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan bagian penting
dari agama karena agama dan kemaslahatan umat tidak bisa tegak tanpanya. Imam al- Ghazali
menekankan pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan (qiyadah tarbawiyyah), karena krisis umat
disebabkan hilangnya pemimpin yang juga pendidik.

Pemimpin ideal harus adil, amanah, bijak, dan berwibawa. Sayangnya, banyak pemimpin masa
kini menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, tidak meneladani Nabi Muhammad SAW
yang memimpin dengan keteladanan, kesederhanaan, dan tanggung jawab.

Hal ini tercermin dari sikap para sahabah yang lebih memprioritaskan pengangkatan pemimpin
(suksesi kepemimpinan) setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan sebelum memakamkan beliau.
Secara keseluruhan, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya diperlukan untuk mengatur urusan
duniawi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan mengembangkan ajaran agama,
memperkuat kesatuan umat, serta mendukung tercapainya maslahah ‘ammah (kemaslahatan bersama).

Keberadaan pemimpin dalam Islam bukan sekadar struktur administratif, melainkan
merupakan kebutuhan yang bersifat daririyyah (mendasar) demi terwujudnya ketertiban sosial,
pelestarian ajaran agama, serta penjagaan terhadap kemaslahatan umat. Perspektif para ulama klasik
seperti Ibn Khaldiin, Ibn Taymiyyah, dan al-Ghazali menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki
dimensi spiritual, moral, dan sosiopolitik yang tak terpisahkan. Urgensi kepemimpinan dalam Islam
harus dipahami dalam kerangka integrative yakni sebagai sarana untuk mewujudkan maslahah dalam
berbagai aspek kehidupan umat, baik duniawi maupun ukhrawi.

Indonesia sering dipandang sebagai negara yang maju di bidang ekonomi, sosial budaya, dan
pariwisata. Keberhasilan ini tak lepas dari peran penting seorang pemimpin. Seorang pemimpin ideal
haruslah adil, bijak, dan mampu memikul amanah dengan benar. Sayangnya, masih banyak pemimpin
yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, seperti korupsi, sehingga mencederai
esensi kepemimpinan itu sendiri. Islam menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus
dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam memiliki
enam unsur penting: subjek (siapa yang memimpin), istilah (makna pemimpin sebagai penggembala),
tanggung jawab, bidang tugas, fungsi-fungsi manajerial (seperti mengarahkan, mengawasi,
mengevaluasi, menginspirasi), serta pendidikan dan pembinaan.

. Batasan dan Kewajiban Ketaatan kepada Pemimpin

Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah kewajiban bagi umat Muslim,
selama pemimpin tersebut memimpin sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dijelaskan
dalam Surah al-Nisa’ (4:59) yang menyebutkan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah, Rasul, dan
ult al-amr (pemimpin).

Surah al-Nisa’ (4:59):
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"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul (Nya), dan uli al-amr di
antara kalian."”

Meskipun demikian, para ‘ulama’ memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan batasan
ketaatan kepada pemimpin. Menurut Fakhruddin al-Razi, ketaatan kepada pemimpin adalah wajib
selama pemimpin tersebut memimpin berdasarkan prinsip-prinsip syari‘ah Islam. Jika pemimpin
berlaku adil dan sesuai dengan aturan Allah, maka rakyat wajib taat.

Al-Maraght dan al-Jaza’irT menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat terbatas,
yaitu hanya berlaku selama pemimpin tidak melanggar hukum Allah SWT atau memerintahkan
perbuatan ma ‘siyah. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban untuk taat.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:
@Al diaie 8 sl delh g
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“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-Khaliq (Pencipta).” (HR.
Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim)

Dalam hadis lain juga disebutkan: )
Caghaall 8 detal )

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruf (baik menurut syariat).” (HR.
al-Bukhart dan Muslim)

Konteks kontemporer dalam ini juga mencakup pelanggaran terhadap kesepakatan bersama
seperti dustiar (konstitusi) atau undang-undang negara yang tidak bertentangan dengan syari‘ah.
Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin bersifat mutlak hanya jika pemimpin tidak menyimpang
dari hukum Allah dan kesepakatan sah dalam masyarakat. Jika seorang pemimpin melanggar syari ‘ah
atau dustiir, maka ketaatan kepadanya tidak lagi diwajibkan. Loyalitas kepada pemimpin dibangun atas
dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata posisi formalnya
dalam struktur kekuasaan. Para ulama seperti Fakhruddin al-Razi dan Ibn Taymiyyah menekankan
bahwa kepemimpinan yang adil menjadi syarat utama bagi ketaatan rakyat.

Jika pemimpin menyimpang dari nilai-nilai syar‘i dan bertindak zhalim, maka umat Islam tidak
hanya dibolehkan untuk tidak taat, tetapi bahkan memiliki tanggung jawab moral untuk menolak dan
mengoreksi penyimpangan tersebut melalui mekanisme yang sah dan tidak menimbulkan fitnah. Islam
mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat secara timbal balik, di mana pemimpin memiliki
kewajiban untuk berlaku adil dan menjalankan tugas sesuai dengan syariat, sementara rakyat
berkewajiban memberikan hak-hak kepada pemimpin. Di antara hak-hak tersebut adalah bersikap ikhlas
dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin.

Hal ini termasuk dalam bentuk nasihat (nashihah) yang merupakan bagian dari ajaran agama,
sekaligus ciri khas Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Doa untuk pemimpin juga dianggap sebagai bentuk
ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, rakyat wajib menghormati dan memuliakan
pemimpin sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas yang sah, serta demi menjaga ketertiban dan
kemaslahatan umum. Menghina atau mencela pemimpin justru dilarang karena dapat menimbulkan
kerusakan dan perpecahan dalam masyarakat.

Ketaatan kepada pemimpin pun diwajibkan namun bersifat terbatas, yakni hanya dalam perkara
yang ma’ruf atau tidak bertentangan dengan syariat. Apabila pemimpin memerintahkan kemaksiatan,
maka ketaatan tidak lagi menjadi kewajiban. Dengan demikian, ketaatan rakyat kepada pemimpin
terikat pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam Islam.

. Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim

Menyikapi ayat-ayat yang melarang menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin (wali), para
‘ulama’ terbagi ke dalam dua pendapat utama. Pendapat pertama melarang secara mutlak pengangkatan
non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam. Mereka berargumen bahwa hal tersebut bertentangan
dengan prinsip loyalitas kepada Allah dan agama Islam (al-wala’ wa al-bara’), serta berisiko membuka
rahasia dan kepentingan umat kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Tokoh seperti al-Sabiini, al-
Zamakhsharl, Wahbah al-Zuhayli, dan Sayyid Qutb menilai bahwa menjadikan non-Muslim sebagai
pemimpin dapat melemahkan solidaritas umat dan bahkan menyeret kepada kufr.

Dasar pendapat ini antara lain merujuk pada firman Allah dalam:
Surah Ali ‘Imran (3:28):
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“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wall
(pemimpin, pelindung, atau teman setia) dengan meninggalkan orang-orang mukmin.”
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Dan juga:
Surah al-Ma’idah (5:51):

ST adtas 2L (s hadl 5 35600 15583 Y 1 3ial aal) D € el a5l onia T 0 () S 008 1 241
PR D,
B

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan
Nasrani sebagai awliyd’ (pemimpin atau pelindung); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian
yang lain.”

Sebagian dari kelompok ini memperbolehkan dalam kondisi darirah (darurat), jika tidak ada
alternatif lain yang layak, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah ‘Umar
yang pernah bekerja sama dengan non-Muslim dalam urusan administrasi negara.

Kelompok kedua memperbolehkan pengangkatan pemimpin non-Muslim dalam kondisi
tertentu. Tokoh seperti Muhammad ‘Abduh, Rashid Rida, Yasuf al-Qaradawi, dan al-Ghazali
berpendapat bahwa larangan dalam ayat-ayat tersebut hanya berlaku terhadap non-Muslim yang
memusuhi dan memerangi umat Islam (harbi). Jika non-Muslim tidak menunjukkan permusuhan dan
justru menjalin hubungan damai serta adil, maka tidak ada larangan dalam menjadikan mereka sebagai
pemimpin.

Mereka juga menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut bersifat kontekstual, diturunkan dalam
kondisi konflik, dan tidak dapat dijadikan dalil mutlak yang berlaku sepanjang masa. Dalam pandangan
ini, prinsip keadilan ( ‘adalah), persamaan hak (musawah), dan keterlibatan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara menjadi dasar diperbolehkannya partisipasi politik non-Muslim, termasuk dalam jabatan
strategis, selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam
konteks negara demokratis dan masyarakat plural saat ini, di mana kolaborasi lintas agama dan budaya
menjadi keniscayaan dalam mewujudkan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan stabilitas
nasional.

Pendekatan Ma’'nad Cum Maghza menekankan pemahaman makna teks Al-Qur’an secara
linguistik dan historis, guna menggali pesan kontekstual dan relevansi kontemporernya. QS. A/-
Ma’idah ayat 51 memuat larangan terhadap pengambilan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya’,
yang memiliki cakupan makna luas seperti pemimpin, pelindung, teman dekat, hingga penolong.
Dengan demikian konteks konflik antara umat Islam dengan kelompok Yahudi di Madinah, khususnya
terkait perjanjian antara ‘Abdullah bin Ubay dan Bani Qaynuqa ‘. Dalam konteks tersebut, kata awliya’
menunjukkan bentuk hubungan erat dan loyalitas politik yang dapat membahayakan stabilitas serta
identitas komunitas Muslim pada masa itu.

Masyarakat Madinah kala itu hidup dalam realitas sosial-politik yang kompleks, dengan
kehadiran kelompok mundfiq, Yahudi, dan Nasrani. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini tidak
bersifat mutlak terhadap seluruh non-Muslim, tetapi lebih ditujukan kepada mereka yang secara aktif
memusuhi Islam. Para mufassir seperti M. Quraish Shihab dan Sayyid Tantawi menegaskan bahwa
larangan dalam ayat tersebut hanya berlaku kepada non-Muslim yang memerangi atau memusuhi umat
Islam, dan tidak mencakup mereka yang hidup damai serta menjalin hubungan sosial yang adil. Bahkan,
dalam sejarah peradaban Islam, terdapat banyak jabatan strategis yang pernah dipegang oleh non-
Muslim atas dasar profesionalitas dan integritas, bukan semata-mata karena agama.

Negara modern seperti Indonesia yang bersifat pluralistik dan tidak menjadikan syariat Islam
sebagai dasar negara, pengangkatan non-Muslim dalam jabatan pemerintahan tidak dapat serta-merta
ditolak. Prinsip keadilan, persamaan hak, dan asas kewarganegaraan menjadi fondasi utama dalam
pengambilan keputusan politik. Melalui pendekatan Ma 'na Cum Maghza, dapat disimpulkan bahwa
QS. Al-Ma’idah ayat 51 tidak secara mutlak melarang non-Muslim menjadi pemimpin. Larangan
tersebut bersifat kontekstual dan situasional, tergantung pada kondisi politik dan sosial. Nilai-nilai
utama yang harus dijunjung adalah keadilan, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap
kemaslahatan bersama.

Pemimpin dipandang sebagai ulii al-amr dan khadim al-ummah, yaitu pelayan umat yang
bertanggung jawab atas urusan dunia dan agama. Imam al-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam al-
Sultaniyyah menegaskan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah jabatan pengganti kenabian (niyabah
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‘an al-nubuwwah), yang mencakup dua fungsi utama: menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karena
itu, seorang pemimpin ideal dalam Islam harus memiliki otoritas moral dan politik yang kuat.

Al-Mawardl menyebutkan tujuh syarat bagi seorang pemimpin: adil, memiliki kemampuan
ijtihdd, sehat pancaindra dan badan, cakap dalam administrasi, berani membela umat, serta berasal dari
suku Quraisy. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut syarat keislaman, syarat jjtihad secara implisit
meniscayakan bahwa pemimpin tersebut harus seorang Muslim. Hal ini karena #jtihdd adalah aktivitas
intelektual dalam memahami hukum Islam yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Muslim yang
menguasai ilmu-ilmu syariat.

Al-Mawardi menolak pengangkatan non-Muslim sebagai khalifah karena tanggung jawab
jabatan tersebut mencakup aspek keagamaan dan kenegaraan secara langsung. Al-Mawardi
memberikan ruang toleransi dalam konteks administratif dengan membolehkan non-Muslim menjadi
wazir tanfidhi (menteri pelaksana). Jabatan ini bersifat teknis, berada di bawah kendali khalifah, dan
tidak memerlukan kapasitas ijtihdd maupun kewenangan legislatif atau yudikatif. Posisi ini lebih
menekankan pada loyalitas dan profesionalitas, bukan otoritas keagamaan.

Kata awliya’ dalam Q.S. al-Ma’idah ayat 51 yang sering dijadikan dasar pelarangan memilih
pemimpin non-Muslim, ternyata dalam tafsir klasik tidak secara eksplisit dimaknai sebagai
“pemimpin”. Ulama seperti al-Tabart dan Ibn Kathir menafsirkan awliya’ sebagai sekutu atau aliansi
(ittikhadh al-wilayah), bukan dalam konteks kepemimpinan politik, melainkan larangan bersekutu
dengan meninggalkan umat Islam, khususnya dalam konteks Perang Uhud. Artinya, ayat tersebut tidak
secara langsung melarang hubungan sosial biasa atau kepemimpinan administratif dalam konteks
modern.

Sebagian ulama klasik tetap berpendapat bahwa non-Muslim tidak boleh memegang jabatan
publik yang mengatur urusan umat Islam. Ulama seperti Badr al-Din al-Hamawt dan Ibn al-Mundhir
menyatakan bahwa kdafir dhimmi tidak boleh diangkat untuk jabatan yang menangani kepentingan umat
Islam, karena dianggap membuka jalan bagi kekuasaan orang kafir atas kaum Muslimin, sebagaimana
ditegaskan dalam:

Q.S. al-Nisa’ ayat 141:

Mumﬂ\é;w)sﬂdﬂd:&ubw\eyéuémdmﬁum}d\

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk
menguasai orang-orang yang beriman."

Ulama lain seperti al/-Mawardi dari mazhab Syafi 7 membedakan antara dua jenis kekuasaan:
tafwid (kekuasaan penuhmencakup regulasi, legislatif, yudikatif, dan militer) yang disyaratkan harus
dipegang oleh seorang Muslim, dan fanfidh (eksekutifpelaksanaan teknis) yang diperbolehkan untuk
dijalankan oleh non-Muslim. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan kontekstual, terutama dalam
sistem pemerintahan modern. Sayyid Qutb menekankan bahwa tolok ukur utama dalam pemerintahan
yang baik adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan fanatisme agama. Dalam pandangannya,
persamaan hak warga negara lebih diutamakan daripada latar belakang agama seorang pemimpin,
selama prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap ditegakkan.

Terkait dengan pandangan organisasi keislaman di Indonesia mengenai pemilihan pemimpin
non-Muslim, Nahdlatul Ulama (NU), melalui forum Bahtsul Masa il pada Muktamar ke-30 tahun 1999
di Lirboyo, Kediri, menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyerahkan urusan kenegaraan kepada
non-Muslim, kecuali dalam kondisi darirah (darurat). Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

a. Tidak adanya kemampuan dari Muslim untuk menangani langsung maupun tidak langsung.

b. Adanya indikasi kuat bahwa Muslim yang ada berpotensi berkhianat.

c. Penguasaan urusan oleh non-Muslim terbukti membawa manfaat nyata bagi umat.

Sementara itu Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dalam Sidang Tarjih tahun 2009,
menegaskan bahwa calon pemimpin yang harus dipilih adalah seorang Muslim, dengan merujuk pada
QS. al-Ma’idah ayat 51, yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.



Muhammad Ilyas, Nur Rahmah (2025).
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 Agustus 2025
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN : xxxx-xxxx

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Jjtima’ ‘Ulama’ Komisi Fatwa ke-3 tahun
2009, menegaskan bahwa memilih pemimpin dalam Islam merupakan kewajiban untuk menegakkan
imamah dan imarah. Pemimpin yang dipilih harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Beriman dan bertakwa;

2. Jujur (sidg)

3. Amanah

4. Aspiratif

5. Cerdas (dhakiyy)

6. Serta memperjuangkan kepentingan umat.

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau tidak menggunakan hak pilih
padahal terdapat calon yang memenubhi syarat, dihukumi saram menurut fatwa tersebut.

Konsep ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bukanlah ketaatan yang membuta, melainkan
ketaatan yang bersyarat dan kritis. Islam menetapkan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku
selama pemimpin tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan tetap berada dalam koridor ajaran
Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan seperti ini bersumber dari prinsip dasar dalam syari‘at bahwa tidak ada
ketaatan kepada makhluk jika dalam perkara maksiat kepada Sang Khalik. Oleh karena itu, ketaatan
kepada pemimpin memiliki batasan yang tegas.

Pertama, pemimpin wajib menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Jika seorang pemimpin
menyimpang dari syari‘at atau melanggar prinsip keadilan, maka umat Islam tidak berkewajiban untuk
mentaatinya. Kedua, ketaatan hanya berlaku selama pemimpin tidak menyuruh rakyatnya melakukan
maksiat. Ketiga, jika seorang pemimpin telah keluar dari prinsip keislaman secara nyata atau melakukan
kekufuran, maka kewajiban taat gugur.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral,
spiritual, dan sosial. Ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat: selama
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika pemimpin melakukan kemaksiatan atau kekufuran,
kewajiban taat gugur. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa menaati pemimpin dalam keburukan berarti
turut bermaksiat. Umat memiliki kewajiban untuk menasihati dan meluruskan pemimpin yang
menyimpang dari kebenaran. Pemikir seperti Muhammad Abduh menekankan bahwa u/i/ amri tidak
hanya terbatas pada pejabat pemerintahan, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat yang dipercaya dan
berperan dalam kebaikan umat. Pengingkaran terhadap kemunkaran dari pemimpin bukan bentuk
pemberontakan, tetapi wujud tanggung jawab kolektif.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar yang mencakup tanggung jawab spiritual,
sosial, dan politik. Konsep-konsep seperti khalifah, @it al-amr, imam, sultan, dan malik menggambarkan
peran pemimpin sebagai pelindung agama dan pengatur urusan umat. Ketaatan kepada pemimpin
bersifat terbatas, yakni hanya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Islam melarang
ketaatan membabi buta dan menekankan pentingnya nasihat terhadap pemimpin yang zalim.

Terkait pemimpin non-Muslim terdapat dua pandangan ulama: satu melarang secara mutlak,
dan yang lain membolehkan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan
kemaslahatan. Dalam konteks negara modern dan plural, pendekatan kontekstual lebih relevan. Oleh
karena itu, kepemimpinan Islam harus dilandasi nilai ketakwaan, keadilan, profesionalisme, dan
tanggung jawab terhadap kemaslahatan umat secara menyeluruh.
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